KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PERBATASAN  PROVINSI JAWA BARAT - PROVINSI BANTEN by Dewi, Eriyanti Nurmala
MEDIA   usantara 175Vol. XVIII No. 2 - Mei - Agustus 2021
Pendahuluan
Keberhasilan suatu program bergantung pada komunikasi yang berlangsung 
antara para pihak terkait yang menjalankan 
program tersebut. Pemerintah sebagai 
Komunikasi Pemerintah Desa kepada 
Masyarakat Desa dalam Penggunaan 
Dana Desa di Desa Perbatasan 
Provinsi Jawa Barat - Provinsi Banten
Eriyanti Nurmala Dewi
email:  eriyantind@gmail.com
aparat yang bertanggung jawab dalam 
penggunaan anggaran bukan hanya harus 
melakukan berbagai pelaporan kepada para 
pihak terkait di dalam organisasi birokrasi 
Abstract
This study discusses the communication carried out by the village government on the West 
Java-Banten border with the community in the program to use village funds provided by 
the government. The research was conducted in two villages, namely Pasir Baru Village, 
Cisolok District and Cipeuteuy Village, Kabandungan District. These two villages are 
part of  8 Sukabumi-Banten border villages that receive attention and monitoring from the 
West Java Village Community Empowerment Service (DPMD) in the use of  village funds. 
The research was conducted by means of  field observations, interviews with village heads, 
communities, and related parties regarding the communication used by the village government 
in the use of  village funds. Village government communication with village communities is a 
parameter of  village transparency in the use of  village funds. The study was also equipped 
with extracting supporting data obtained from the two villages and from the West Java 
DPMD. The results showed that the village head used upward communication and downward 
communication. Communication to the data is carried out by the village government with the 
sub-district and related officers from the West Java DPMD. Communication is carried out 
using official media in the form of  meetings, meetings, internet office-based reports; social 
media in the form of  WA Group; and outdoor media in the form of  billboards. Downward 
communication or with village officials and communities is carried out through internal village 
meetings, WA Group, and face-to-face meetings with representatives of  village community 
leaders. Communication is perceived as not going well when village officials are constrained 
in using information technology (IT) devices. Face-to-face conventionally is a way out in 
overcoming these problems. The more familiar the village head is with using IT, the more open 
village communication with the community is. This study uses a qualitative research method 
with a case study approach.
Keyword: government communication, border villages, village funds
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tetapi juga harus mengkomunikasikan 
setiap anggaran yang digunakannya kepada 
masyarakat sebagai stakeholder yang tidak 
terpisahkan dari keberadaan sebuah desa. 
Salah satunya adalah dalam penggunaan 
anggaran dana desa.
Dana desa merupakan kebijakan 
pemerintah pusat. Kebijakan Dana Desa 
mulai tahun 2015. Dana Desa tahun pertama 
dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, 
dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 
alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 
2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 
46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa 
mendapat sebesar Rp 628 juta dan pada 
tahun 2017 pengeluaran anggaran untuk 
Dana Desa kembali meningkat menjadi 
Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa 
memperoleh sebesar Rp 800 juta.
Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun 
pelaksanaan Kebijakan Dana Desa, Buku 
Pintar Kementrian Keuangan mencatat, 
Dana Desa terbukti telah menghasilkan 
sarana/prasarana yang bermanfaat 
bagi masyarakat, antara lain berupa 
terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer 
jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 
22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 
unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 
4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 
3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan 
irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 
unit embung dalam periode 2015-2016.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan 
jumlah penduduk sebanyak 46.5 juta 
jiwa, mendapat bantuan Dana Desa yang 
cukup besar. Dana Desa untuk Jawa Barat 
Tahun 2017 mencapai Rp 800 miliar. Dana 
tersebut didistribusikan ke sebanyak 5.312 
desa yang terdapat di 19 kabupaten. Dana 
Desa untuk desa-desa yang terletak di 
perbatasan Provinsi Jawa Barat - Provinsi 
Banten terdapat di perbatasan Bogor-
Banten terdapat 29 desa dan di perbatasan 
Sukabumi-Banten terdapat 8 desa.
Pelaksanaan Dana Desa mulai dari 
penggunaan, pengelolaan, sampai ke 
pemantauan dan pengawasan, dilakukan 
oleh tiga kementrian, yaitu Kementrian 
Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, 
dan Kementrian Desa PDTT. Dalam 
pemantauan dan pengawasan, dilakukan 
oleh Bandan Pengawan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) bersama Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
yang terdiri atas Inspektorat Kementrian/
Lembaga/Pemda ikut serta mengawal 
keuangan desa agar proses pembangunan 
desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No 
6 Tahun 2014 tentang desa.
Tidak hanya itu, dengan menganut prinsip 
Good Governance bahwa pemerintahan 
yang baik adalah pemerintahan yang 
menganut prinsip-prinsip transaparansi 
dan akuntabel. Desa sebagai pemerintahan 
terbawah dalam hierarki pemerintahan 
pusat, dituntut menyampaikan penggunaan 
dana desa yang diperolehnya secara terbuka 
kepada masyarakat. Menyampaikan 
informasi kinerja desa dalam menggunakan 
dana desa kepada masyarakat, merupakan 
bentuk komunikasi desa. 
Komunikasi merupakan proses 
penyampaian pikiran dan atau perasaan 
seseorang kepada orang lain dengan 
menggunakan lambang sebagai media. 
Lambang sebagai media primer dalam 
proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, 
gambar, warna, dan lain sebagainya yang 
secara langsung mampu menerjemahkan 
pikiran atau perasaan komunikator 
kepada komunikan. Bahasa menjadi alat 
yang paling banyak digunakan pada saat 
komuniasi sebab hanya dengan Bahasa 
seseorang mampu menyampaikan dan 
menerjemahkan pikiran seseorang kepada 
orang lain. Apakah itu berbentuk ide, 
informasi atau opini; baik mengenai hal 
yang konkret maupun abstrak, bukan saja 
tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada 
saat sekarang, melainkan juga pada waktu 
yang lalu dan masa yang akan datang”, 
(Effendy, 2011: 11). 
Pada tahapan pertama komunikasi, 
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seorang komunikator menyandi 
(encode) pesan atau informasi yang akan 
disampaikan kepada komunikan. Pada 
tahap ini komunikator mentransisikan 
pikiran/perasan ke dalam lambang 
yang diperkirakan dapat dimengerti 
oleh komunikan. Kemudian komunikan 
mengawasandi (decode) pesan ataupun 
informasi tersebut dan komunikan 
menafsirkan lambang yang mengandung 
pikiran atau perasaan komunikator tadi 
dalam konteks pengertiannya. Setelah 
itu, komunikan akan bereaksi (response) 
terhadap pesan tersebut dan memberikan 
umpan balik (feedback). Jika terdapat umpan 
balik positif, komunikan akan memberikan 
reaksi yang menyenangkan sehingga 
komunikasi berjalan lancar. Sebaliknya, 
jika terdapat umpan balik negatif, 
komunikan memberikan reaksi yang tidak 
menyenangkan sehinnga komunikator 
enggan melanjutkan komunikasinya. 
Dalam tahap umpan balik ini, terdapat 
transisi fungsi yaitu komunikan menjadi 
encoder dan komunikator menjadi decoder.
Desa dalam pengertian umum adalah 
permukiman manusia yang terletak di 
luar kota dan penduduknya bermata 
pencaharian agraris (Daljoeni, 1998). Desa 
juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dalam sistem pemerintahan nasional dan 
berada di daerah kabupaten (R Bintaro, 
Desa-Kota, Alumni, Bandung, 1986: 11).
Desa dalam konsep Max Weber termasuk 
ke dalam organisasi formal karena desa 
juga termasuk ke dalam tataran birokrasi 
pemerintahan. Karakteristik birokrasi 
menurut Weberian mempunyai ciri-ciri 
atau karakter yang meliputi, adanya jabatan-
jabatan, tujuan organisasi (job description), 
kewenangan, garis-garis kewenangan, 
sistem aturan atau regulasi, prosedur, sikap 
untuk menerapkan prosedur, anggota 
organisasi, pegawai, dan adanya keamanan 
jabatan (Wayne and Faules, 2006: 45-47).
Komunikasi desa adalah komunikasi 
yang disampaikan pemerintah, aparat, atau 
birokrasi desa kepada masyarakat desa. 
Komunikasi desa – sebagai organisasi 
formal – dalam tataran komunikasi 
organisasi dilakukan dengan dua cara 
yaitu komunikasi internal dan komunikasi 
eksternal. Komunikasi internal desa adalah 
komunikasi yang dilakukan aparat atau 
pemerintah desa dengan sesama aparat di 
dalam internal desa, baik komunikasi ke 
atas, ke bawah, atau komunikasi sejajar. 
Sedangkan komunikasi eksternal desa 
adalah komunikasi yang dilakukan aparat 
atau pemerintah desa dengan para pihak 
di luar organisasi desa, di antaranya adalah 
dengan masyarakat desa. 
Masyarakat desa merupakan stakeholder 
yang diperlukan untuk memberikan 
penilaian ataupun apreasiasi atas setiap 
program atau kegiatan yang akan atau sudah 
dilaksanakan oleh aparat desa. Keterlibatan 
masyarakat menjadi bagian dari prinsip-
prinsip good governance yang menurut 
Herdiawanto (2019) meliputi, adanya 
partisipasi masyarakat, penegakan hukum, 
transparansi, melayani, menjembatani 
kepentingan yang berbeda, berkeadilan, 
efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan 
bervisi strategis. Keterlibatan masyarakat 
desa dalam memantau penggunaan dana 
desa merupakan bentuk partisipasi yang 
mendorong pemerintahan desa untuk 
transparan dan akuntabel.
Namun dari hasil pengamatan di 
lapangan menunjukkan adanya keterbatasan 
dari aparat desa dalam mengkomunikasikan 
penggunaan dana desa kepada masyarakat. 
Pemahaman masyarakat desa terhadap 
keberadaan dana desa pun masih sangat 
terbatas. Persoalan lain adalah akses 
komunikasi baik komunikasi tatap muka 
maupun komunikasi dengan menggunakan 
alat, masih terbatas. Hal itu tidak hanya 
terjadi dialami aparat desa tetapi juga oleh 
178 MEDIA   usantara Vol. XVIII No. 2 - Mei - Agustus 2021
masyarakat desa sehingga komunikasi 
seperti apa yang idealnya dilakukan agar 
antara aparat sebagai komunikator yang 
menyampaikan dana desa sebagai pesan 
kepada masyarakat sebagai komunikan 
dalam diterima dan direspons dengan baik 
agar membuahkan feedback yang positif  
bagi transparansi desa dan desa mendapat 
kepercayaan (trust) dari pada pihak terkait. 
Penelitian ini, bersfokus pada 
komunikasi yang dilakukan pemerintah 
desa kepada masyarakat desa secara 
eksternal dengan masayarakat desa dalam 
penggunaan dana desa. Sehingga secara 
demarkasi komunikasi organisasi, penelitian 
ini lebih menganalisis tentang bagaimana 
komunikasi pemerintah desa secara 
eksternal dengan masyarakat desa dalam 
penggunaan dana. Penelitian ini menarik 
dilakukan mengingat lokasi penelitian 
berada di desa-desa perbatasan provinsi 
Jawa Barat dan provinsi Banten yang secara 
geografis desa-desa tersebut berada jauh 
dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Selain 
itu, desa-desa tersebut juga sama halnya 
dengan desa-desa lain di Jawa Barat sedang 
menjalankan pelaksanaan program Desa 
Digital yang menjadi program strategis 
pemerintah provinsi Jawa Barat.
Perumusan Masalah
Bagaimana komunikasi yang dilakukan 
oleh pemerintah desa kepada masyarakat 
desa dalam penggunaan dana desa di desa-
desa perbatasan Jawa Barat-Banten.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Mengetahui komunikasi yang dilakukan 
pemerintah desa kepada masyarakat 
desa dalam penggunaan dana desa
2. Mengetahui keterlibatan masyarakat 
desa sebagai bentuk respons terhadap 
komunikasi yang dilakukan pemerintah 
desa dengan masyarakat desa dalam 
penggunaan dana desa
3. Mengetahui manfaat komunikasi yang 
dilakukan pemerintah desa kepada 
masyarakat desa dalam penggunaan 
dana desa
Penelitian dilakukan di desa perbatasan 
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten 
yaitu di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok 
Kabupaten Sukabumi dan Desa Cipeuteuy 
Kecamatan Kabandungan Kabupaten 
Sukabumi. Penelitian berlangsung pada 
November 2018.
Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian kualitatif  yaitu 
suatu metode penelitian yang menggunakan 
latar alamiah dengan maksud menafsirkan 
fenomena yang terjadi dan dilakukan 
dengan jalan melibatkan berbagai metoda 
yang ada. Metode penelitian kualitatif  
dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara, pengamatan (observasi), 
dan pemanfaatan dokumen. Wawancara 
dilakukan secara terbuka untuk menelaah 
dan memahami sikap, pandangan perasaan, 
dan perilaku individu atau kelompok orang 
(Denzin Lincoln, 1987 dalam Moleong, 
2014: 5)
Dalam hal ini wawancara dilakukan 
dengan kepala desa, perwakilan aparat 
desa, dan perwakilan masyarakat desa. 
Untuk dokumen diperoleh dari Desa Pasir 
Biru dan Desa Cipeuteuy, serta dari Bagian 
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (DPM Desa) Jawa Barat. 
Prosedur penelitian dilakukan dengan 
mengikuti langkah-langkah analisis konten 
kualitatif  menurut Philipp Myaring yang 
berurutan sebagai berikut: pertanyaan 
penelitian → penentuan definisi kategori 
dan tingkat abstraksi untuk kategori induktif  
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→ formulasi langkah kategori induktif  dari 
materi, dengan mempertimbangkan dfinisi 
kategori dan tingkat bastraksi. Mengurutkan 
kategori lama atau formulasi kategori baru 
→ revisi kategori sesudah 10-15% materi 
→ pengecekan reliabilitas secara formatif  
→ pekerjaan akhir dari keseluruhan teks 
→ pengecekan reliabilitas secara sumatif  
→ interpretative hasil (Moleong, 2014: 223).
Hasil dan Pembahasan
Hasil
Provinsi Jawa Barat di bagian barat 
berbatasan dengan Provinsi Banten 
sedangkan Provinsi Jawa Barat di bagian 
Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa 
Tengah. Untuk desa-desa perbatasan Jawa 
Tengah berada di Jawa Tengah-Cirebon, 
Jawa Tengah-Banjar,Jawa Tengah-Ciamis, 
Jawa Tengah-Pangandaran, dan Jawa 
Tengah-Kuningan. Sedangkan desa-desa 
yang berbatasan dengan Provinsi Banten 
adalah Bogor-Banten dan Sukabumi-
Banten. Jumlah total desa perbatasan 
Jawa Barat-Jawa Tengah dan Jawa Barat-
Banten adalah 142 Desa. Penelitian ini 
hanya mengambil lokasi di desa perbatasan 
Sukabumi-Banten dengan jumlah desa 
sebanyak 8 desa dan diambil sampel 2 
desa dengan alasan kedua desa tersebut 
termasuk lokasi yang menjadi sasaran 
monitoring DPMD Provinsi Jawa Barat.
Berikut disampaikan tabel jumlah desa 
yang terdapat di perbatasan Sukabumi 
(Provinsi Jawa Barat) – Banten (Provinsi 







4. Gunung Karamat Cisolok




                                          Jumlah 8 Desa
Desa Pasirbaru terdapat di Kecamatan 
Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Desa 
Pasirbaru merupakan desa pesisir dengan 
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.045 
jiwa dan perempuan sebanyak 3.115 jiwa 
sehingga jumlah total penduduk sebanyak 
6.160 jiwa. Desa ini dipimpin oleh Kades 
Ahdar Tauhid. 
Berbeda dengan Desa Pasirbaru, Desa 
Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, 
Kabupaten Sukabumi ini, merupakan desa 
yang terletak di kawasan Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak. Seperti halnya 
desa-desa lain, Desa Pasirbaru dan Desa 
Cipeuteuy dilengkapi stuktur organisasi 
desa yang meliputi Badan Pengawas 
Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Desa 
(Kades) Sekretaris Desa (Sekdes) dan 
Pelayanan Teknis yang membawahi Kepala 
Urusan (Kaur), serta para Kepala Dusun 
(Kadus) yang juga langsung berada di 
bawah Kades.
Komunikasi Kepala Desa (Kades) 
Pasibaru dengan masyarakat desa dalam 
penggunaan dana desa dilakukan dengan 
cara melakukan pertemuan tatap muka 
dengan perwakilan masyarakat desa (tokoh 
masyarakat desa). Pertemuan tidak bersifat 
rutin tetapi sesuai permasalahan yang 
dihadapi. Pertemuan ini lebih bersifat 
kekeluargaan dengan cara “ngaliwet 
bareng” sehingga komunikasi mengalir 
seperti “ngobrol bareng saja”. Materi 
yang dibicarakan mulai dari perencanaan 
anggaran dana desa yang diajukan, 
penggunaan, sampai pelaporan pengunaan 
anggaran tersebut. Kades, aparat, dan 
masyarakat saling bertukar informasi dan 
pendapat tentang dana desa yang diterima 
desanya.
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Komunikasi kedua yang dilakukan 
Kades dan Aparat Desa Pasirbiru adalah 
dengan membentuk whatshap group (WAG) 
yang di dalamnya melibatkan Kades, aparat 
desa, dan perwakilan masyarakat sehingga 
informasi yang disampaikan lebih cepat 
dan bersifat langsung dan massif. Serentak 
dan bersamaan. 
Namun, komunikasi ini terkendala 
kemampuan masyarakat dalam 
mengaplikasikan perangkat seluler. Tidak 
semua masyarakat dapat menguasai aplikasi 
yang ada dalam telefun genggam sehingga 
pertemuan tatap muka lebih sering menjadi 
pilihan. Kecuali cuaca sedang tidak akrab. 
Kendala lainnya adalah gangguan sinyal 
karena Desa Pasirbaru terletak di kawasan 
yang cukup rendah secara geografis (pesisir) 
dengan beberapa bukit di sebelahnya. 
Komunikasi lain dilakukan dengan 
memasang papan pengumuman di Ruang 
Rapat Kantor Desa dan memasang 
baligho di halaman Kantor Desa. Baligho 
ini berisi laporan penggunaan dana desa 
yang diterima oleh Desa Pasibaru kepada 
masyarakat secara terbuka. Namun diakui 
Kades Pasirbaru, tidak semua masyarakat 
memahami laporan penggunaan dana desa 
tersebut sehingga pemasangan baligho 
hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi 
persyaratan saja.
Hal sama ditemukan di Desa Cipeuteuy, 
Kecamatan Kabandungan, Kabupaten 
Sukabumi. Desa yang terletak di kawasan 
Taman Nasional Gunung Halimun Salak 
ini, tidak dapat menggunakan perangkat 
aplikasi untuk menyampaikan pesan-pesan 
(message) kepada masyarakatnya karena 
jaringan internet di kawasan ini sangat 
buruk. Desa ini juga belum mempunyai 
website karena selain jumlah aparat desa 
terbatas, tidak ada SDM yang mampu 
menguasai teknologi komputer.
Keterbatasan SDM ini biasanya 
terbantu oleh kehadiran mahasiswa yang 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ke desa. Namu karena KKN Mahasiswa 
bersifat temporal, kebutuhan SDM Desa 
yang menguasai IT belum dapat terpenuhi. 
Kaur Perencaan Desa Cipeuteuy 
menaruh harapan besar karena menurutnya 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah 
menggulirkan Desa Digital. Dia berharap 
akan ada political will dari pemerintah 
provinsi untuk membuka akses tersebut 
dan mendorong pihak swasta untuk 
memasang pemancar BTS sehingga desa 
ini dapat mengakses jaringan internet. 
Bukan hanya jaringan internet yang 
tidak ada, akses jalan di desa ini pun masih 
buruk. Kondisi ini terjadi karena masih 
belum ada titik temu antara Kades dan 
aparatnya dengan pihak pengelola Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak untuk 
memperbaiki jalan. Menurut desa perbaikan 
jalan merupakan tanggungjawab pengelola 
Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 
demikian sebaliknya. 
Sama halnya dengan di Desa Pasirbaru, 
Desa Cipeuteuy juga sudah memasang 
baligho besar yang berisi laporang 
penggunaan dana desa. Baligho ini 
ditempatkan persis di depan jalan masuk 
Kantor Desa. Namun di Desa Cipeuteuy, 
belum mempunyai papan pengumuman 
yang berisi Peta Potensi Desa sehingga 
masyarakat tidak mengetahui potensi apa 
saja yang dimiliki desa tersebut. Papan 
berupa white board dengan nama Peta 
Potensi Desa memang terpasang di Ruang 
Rapat Desa tetapi papan tersebut masih 
bersih tidak ada catatan apapun. 
Dengan potret tersebut tampak 
bahwa pemerintah desa belum 
mengkomunikasikan penggunaan dana 
desa kepada masyarakatnya dengan baik. 
Diakui oleh perwakilan aparat desa dari 
kedua desa tersebut, selain karena akses 
fisik maupun akses jaringan, sumber daya 
manusia (SDM) secara jumlah maupun 
kompetensi masih kurang. Rata-rata aparat 
desa hanya lulusan SMA bahkan masih ada 
aparat desa yang lulusan SD.
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sehingga pertemuan dapat berlangsung. 
WAG merupakan perangkat aplikasi 
dalam telepon seluler (gawai) yang termasuk 
ke dalam new media. Perangkat ini akan 
aktif  apabila terkoneksi dengan jaringan 
internet dan akan terkendala apabila sinyal 
dari jaringan internet tersebut tidak baik. 
Mengingat WAG merupakan perangkat 
yang digunakan sebagai media komunikasi 
tidak langsung.
Dalam komunikasi ini, Kades, aparat 
maupun perwakilan masyarakat yang 
bergabung dalam group saling bertukar 
informasi terkait penggunaan dana desa. 
Kades dan aparat lebih sebagai source 
yang menyampaikan pesan sedangkan 
perwakilan masyarakat merespons pesan. 
Namun adakalanya perwakilan masyarakat 
juga berganti menjadi source dan Kades 
beserta aparat menjadi komunikan 
(penerima pesan). Sehingga antara Kades 
dan aparat desa dengan masyarakat dapat 
saling bertukar pesan, ada saatnya Kades 
dan aparat desa sebagai komunikator 
(source) dan atau sebagai penerima, demikian 
sebaliknya. Perwakilan masyarakat desa, 
adakalanya menjadi komunikan atau 
bahkan dapat menjadi source.
Baligho atau papan reklame iklan, poster, 
billboard, dan lain-lain tergolong ke dalam 
media luar ruang. Media luar ruang ini akan 
efektif  bila memperhatikan tiga unsur, 
yaitu jangkaun (reach), frekuensi (frequency), 
dan kesinambungan (continuity). Selain itu, 
keberhasilan media luar ruang juga menurut 
Jefkins (1997: 130) ditentukan oleh ukuran, 
warna, pesan (isi), zooning, dan efek. 
Baligho yang dipasang di depan Kantor 
Desa Pasibaru, belum memenuhi kriteria 
dan karakteristik tersebut sehingga tidak 
memberikan efek positif  terhadap Desa 
sebagai source (sumber atau penyampai 
informasi) dalam mengkomunikasikan 
pengunaan dana desa yang diperolehnya. 
Namun dari hasil pengamatan dan 
pengumpulan data peneliti di lapangan, 
kedua desa tersebut berani membayar 
pihak kedua untuk mengerjakan pelaporan 
penggunaan dana desa kepada Kementrian 
Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sehingga 
pelaporan pengunaan dana desa tetap 
disampaikan secara berkala sesuai waktu 
yang sudah ditetapkan. Menurut sumber 
aparat, Kades menyediakan anggaran 
khusus untuk membayar tenaga IT untuk 
melaporkan penggunaan dana desa ke 
Kemendes, PDT, dan Transmigrasi.  
Pembahasan
Komunikasi tatap muka dilakukan 
Kades Pasibaru dengan masyarakatnya 
adalah komunikasi langsung yang dilakukan 
sumber (source) dengan penerima. Pesan 
disampaikan secara langsung oleh source 
dan secara langsung pula penerima 
memberikan umpan balik (feed back) 
terhadap komunikator. Komunikasi tatap 
muka ini tidak tergantikan karena source 
dapat melihat langsung umpan balik 
(decoding) yang diberikan penerima. Apabila 
penerima memberikan umpan balik positif, 
source dapat melanjutkan komunikasi yang 
disampaikannya tetapi apabila umpan balik 
yang diberikan komunikan bersifat negatif, 
maka source dapat segera memberbaiki 
(encode) komunikasi yang disampaikannya. 
De Vito (2013) menyebut komunikasi 
ini termasuk juga ke dalam komunikasi 
interpersonal. 
Kelemahan komunikasi ini, source 
atau dalam hal ini Kades dan aparat desa 
harus menentukan waktu dan tempat yang 
disepakati bersama oleh komunikan atau 
dalam hal ini perwakilan masyarakat Desa 
Pasibaru. Padahal, jarak antara dusun satu 
dan dusun yang lainnya di Desa Pasirbaru, 
cukup berjauhan dan sering terkendala 
cuaca bahkan sehingga Kades dan aparat 
harus memlih waktu dan tempat yang tepat 
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Simpulan
Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Pemerintah Desa mengkomunikasikan 
penggunaan dana desa kepada 
masyarakat desa dengan cara komunikasi 
paling dasar yaitu komunikasi tatap muka 
sampai komunikasi paling baru dengan 
menggunakan perangkat whatsapp group 
(WAG) sebagai bentuk dari media baru 
(new media);
2. Pemerintah Desa mengkomunikasikan 
penggunaan dana desanya dengan 
menggunakan media tatap muka/
pertemuan desa (ngaliwet), menggunakan 
WAG, papan pengumuman, dan baligho 
sebagai bentuk dari media luar ruang;
3. Pemerintah Desa dalam 
mengkomunikasikan penggunaan dana 
desa kepada masyarakatnya terkendala 
akses jalan (fi sik rusak dan jarak jauh), 
jaringan internet, jumlah aparat desa 
yang terbatas, dan kompetensi IT aparat 
desa yang minim. 
Saran
Saran yang dapat diberikan untuk hasil 
penelitian ini adalah:
1. Perlu adanya perubahan mindset (pola 
pikir) Kades dan aparat desa dalam 
berkomunikasi dengan masyarakatnya
2. Perlu peningkatan jumlah maupun 
kompetensi dan kapasitas SDM aparat 
desa dalam menguasai IT terutama yang 
berkaitan dengan komunikasi kepada 
masyarakatnya
3. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat 
untuk dapat memahami informasi yang 
seharusnya diperoleh dari Kades dan 
Aparat Desa
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